
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nomor : 013/PM.00.02/K.JI-12/01/2024            Madiun, 10 Januari 2024 
Sifat : Penting 
Lampiran : - 

Perihal  : Imbauan 
 
Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun 

 di,- 

Tempat 
 

1. Dasar Hukum: 
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor182,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Perubahan atas UndangUndang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6832); 

2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan 
Sengketa Proses Pemilihan Umum; 

3. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan 
Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan 
Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum; 

4.  Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 

5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan 
Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum; 

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang 
Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; 

7. Surat Edaran Nomor 49 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan 
Strategi Pencegahan Pelanggaran pada Pengadaan Logistik Pemilu dan 
Pendistribusiannya pada Pemilu Tahun 2024; 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan 
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan 
Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan 
Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang perubahan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan 
Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan 
Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum. 

10. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1281 
Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan 
Perlengkapan Lainnnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam 
Pemilihan Umum; 

11. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1202 
Tahun 2023 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2024; 

12. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1395 
Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum; dan 

13. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1413 Tahun 2023 
tentang Jumlah Surat Suara yang dicetak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. 

 



2. Imbauan  
Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b dan Pasal 346 Undang Undang Nomor 

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu mempunyai tugas mengawasi 
pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu termasuk tahapan pengadaan logistik 
Pemilu dan pendistribusiannya dan Pasal 18 Perbawaslu No.12 Tahun 2023 tentang 
Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, 
Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam 
Pemilihan Umum menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Madiun melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan penyortiran, pelipatan, dan pengepakan 
Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan 
Pemungutan Suara Lainnya yang diterima dari Penyedia sebelum dilakukan 
pendistribusian oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan 
kewenangan masing-masing.  

Berdasarkan hal di atas, maka sebagai upaya dalam melakukan pencegahan agar 
tidak terjadi pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten Madiun mengimbau kepada KPU 
Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan penyortiran, pelipatan, dan pengepakan 
Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan 
Pemungutan Suara Lainnya agar memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal 
sebagai berikut:  

1. Memastikan pelaksanaan tidak terjadi kesalahan pelipatan Perlengkapan 
Pemungutan Suara berupa surat suara oleh KPU Kabupaten Madiun yang berakibat 
pada tidak sahnya suara Pemilih karena tembus coblos ke nomor urut, nama, atau 
gambar Peserta Pemilu lainnya; 

2. Penyortiran, pelipatan, dan pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara, 
Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya 
dilaksanakan dengan menerapkan ketepatan jumlah, ketepatan jenis, bentuk, 
ukuran, dan spesifikasi, ketepatan kualitas, ketepatan waktu, dan ketepatan tujuan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

3. Pemusnahan Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pada saat 
proses penyortiran, pelipatan, dan pengepakan terdapat Perlengkapan 
Pemungutan Suara berupa surat suara yang rusak dan/atau kelebihan jumlah;  

4. Pencetakan ulang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan dalam hal pada saat proses penyortiran, pelipatan, dan 
pengepakan terdapat kondisi kekurangan Perlengkapan Pemungutan Suara berupa 
surat suara karena rusak;dan 

5. Tempat penyortiran, pelipatan, dan pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara, 
Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya 
Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan terjamin keamanan dan/atau 
kerahasiaannya. 
 

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan 
terima kasih. 

 
 
 

 
Plh. Ketua, 

 
 
 

 
Akhorin Siswanto, M.Sos 

 
 
 

Tembusan : Yth. 
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan); 
2. Arsip. 

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Madiun


